tanggal 12 Agustus 5%

Pendidikan :

perlu m eng:tE?erupSi di Provinsi Jawa Te

korupsi pada sat ‘mplemeptasi pendidikan k:r-gakh’ maka
| n s 1 an

Kabupaten Kendal: atuan pendidikan non formal di

bahwa |
dalam hblf;S? sarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
L i a, mak:a perl_u -menetapkan Peraturan Bupati

g Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi pada

Satuan Pendidikan di Kabupaten Kendal:

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pemt.)en‘tukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi1 Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang
g dengan Mengubah

Pembentukan Daerah Tingkat Il Batan
Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
52, Tambahan Lembaran Negara

Tahun 1965 Nomor
Republik [ndonesia Nomor 2757);

Nomor 31 Tahun 1999 tentang

(Lembaran Negara

2. Undang-Undang s 30 |
Tindak Pidana Korupsi
[ 140: Tambahan

1999 Nomo
Indonesia Nomor 3874)

3§ Undang-Undang Nomor
s Undang-Undang
Tindak

Pemberantasan 1%
Republik Indonesl

Negara -
Lembaran T80, " iy pah denga

2003 tentang Sistem
a Republik Indonesia

'y

90 Tahun
baran Negal




Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5100) | sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik I[ndonesia Nomor
B157);

or 12 Tahun 2019 tentang

n Daerah (Lembaran Negara Republik
or 42, Tambahan Lembaran

7011 tentang



antikoru psi

d. gleni?f;; ail imlfllenlllentasi pendidikan karakter antikorupsi
Al Seékolah dasar, sekolah menen |

i . el gah rcama.
pendidikan anak usia dini dan pendidikan nose formal

lainnyg sebagai dasar pelaksanaan setiap unit kerja
pendidikan;

b. anggaran untuk implementasi pendidikan karakter
antikorupsi di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah
pertama, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non

formal lainnya,
satuan khusus atau kelompak kerja yang memadal dalam

mengimplementasikan insersi  pendidikan  karakter

antikorupsi di tingkat sekolah
pertama, pendidikan anak usia

formal lainnya,
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14. Peraturan Daerg

MEMUTUSKAN :

IlziRATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN
RAKTER ANTIKORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN DI

KABUPATEN KENDAL.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1 Daerah adalah Kabupaten Kendal.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

Pemerin
ggla){fsﬁﬁggafa urusan pemerintahan vang menjadi
kewenangal daerah otonom

' . Kendal
B e 073 sadar dan terencana untuk

dalah usaha . dan proses pembelajaran agar

4. Pendidikan @ |
: na belaja ;
mcquUdk; 1;dlilscuassaecara aktif mcngeir;litzzglgkakr; ag:; :::l
1 7 g n,
pcgerta uk memilikl kc_k ?tar; cr(fasan. akhlak mula,

e




d p
°hgan tujuan Pendidikan

yang berkualifikasi
pPamong belajar, widyaiswara,
, dan sebutan lain yang sesuai

S€rta  berpartisipasi dalam

Pendidikan
11. Tenaga 1d;
i ggabdli{;;relndfﬂ‘{an adalah anggota masyarakat yang
Irl  dan diangkat untuk menunjang

penyelenggaraan Pendidikan.

1. Pendlg}ka:n anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan
yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia

6 (enam) tahup. yang dilakukan melalui pemberian
rangsangan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan

perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki
kesiapan dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut.

13. Pendidikan formal adalah jalur Pendidikan yang terstruktur
dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan dasar,
Pendidikan menengah, dan Pendidikan tinggl.

14. Pendidikan nomn formal adalah jalur ‘Pendidikan di luar
' Pendidikan formal yang dapal dilaksanakan secara

terstruktur dan berjenjang.

15. Pendidikan dasar adalah jenjang Pe

| jen) idikan
landasi Jenjang Pendl‘ch.
Pendidikan foria, e i pada Satuan Pendidikan

. n .
dlselenggaraa};a Madrasah [btidaiyah atau

ndidikan pada jalar

D, adalah salah

formal  Yang
pada jenjang




b. gl;c‘i";u]suadtﬁzl; lmple}‘n‘entam pendidi‘kan karakter antikorupsi
pendidikan anak usia dini yang diinsersikan

dalar{l | muatan kurikulum vyang berkaitan dengan
pendidikan karakter yang bersumber dari nilai agama dan

moral.
BAB lll
RUANG LINGKUP
Pasal 4
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputl :

didikan Karakter Antikorupsy;

entasi Pen | ‘.
e Pendidikan Karakter Antikorups?;

b. Pelaksana Irnplementasi

RA
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KA
Pasal : tikorupst
antl
| entasl pendidikan karakter

ggasaran MP em

iputi: D
mehe‘:serta didik gekol . il
2 : s o SCkOlah : Anak Usia Dini; dan

b ‘A1 didikan o .
c. pesertd didik Petrll i nonformal e

. 110 Pe




f. mel:lyiapkap jejaring dengan meluaskan pembelajaran
antikorupsi ke satuan pendidikan, keluarga, masyarakat
serta melibatkan semua pihak melalui :

1. menyatukan pemahaman dan langkah insersi dalam
mata pelajaran Pendidikan Pancasila  dan

Kewarganegaraan diantara guru Pendidikan Pancasila

dan Kewarganegaraan di satuan pendidikan;
k mengefektifkan penguatan

di tingkat satuan pendidikan

an guru lain
v ktek pendidikan

* 1 pra
3. membangull Sn:z::gl G?;I& bfferzgigdikin Pancasila dan
antikorupsi raagn /Guru Kelas dalam forum Musyawarah
Kewarganeglgelajaram/Kelornpok Kerja Gurdi (G
Guru Mata Fe® i antara satuan pendidikan { \:,.u';x
4 membangull sinerg 1a dan charggncgaraan/ ali
; ancas rang tua /wah;

pcndidikan dan

ikan Pancasila
Kelas dengan

¢
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Kendal b Phiyie ke dikay
erkoordm Si dzendldika,;déka“ Karakter
igan Inspektan Kebudayaap, agtgi?mpm
orat K abDupaten
PELAKSANA % BAB v Paten Kendal
KARAK Ty AENTASI p
Pasal 1

C. menylapkan jej
antikorupsi di satuan pendidikan

(3) Implementasi pendidikan karakter antikorupsi sebagaimana
dlma}{S'Ud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala satuan
pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta
dimonitoring dan dievaluasi oleh Bupati.

BAB VI
KERJA SAMA

Pasal 12

aksanaan implementasi pendidikan

k kelancaran pel
(1) Untu ' dilakukan kerja sama dengan

tasi pendidikan karakter

dimaksud pada ayat (1

(2) Pelaksanaan kerja sama
. . ketentuan  peraturan

(1) Monitoring carakter Antikor'ups'

(2) Dalam mec ada aya




dan  Kebudayaan

P81 kepag implementasi
“W a Bu :
akty apabilg dlpl:e):ltlalfzrt: gt
oo AB vy
EMBIAYAAN

Segala biaya s Pasal 15
Peraturan Bypar: .. > _ tUmby]
& APBD: dan : Cllb"Ebe‘n]&an 1:>ac:%a1 Aeoe ditetapkannya

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal O]

Die o Qolc)
BUPATI KENDAL,

MIRNA ANNISA

dangkan d1 Kendal
| ' tanggal (:.7 NOPQW(:M 20| 3
JSRETARIS DAERAH
MIBUPATEN KENDAL,

NN
3
'MOH. TOHA

[ TAHUN &2
BERITA DAERAH KABUPATEN KENDA



